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Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Menteri 

Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan, Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan. 

Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan seluruh kegiatan Biro 

Kepegawaian mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan 

periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. Sasaran 

pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia 

yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai 

bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh 

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber 

daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentanng 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, Biro Kepegawaian 

melaksanakan program kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian, dengan 

sasaran hasil program adalah Terwujudnya penataan ASN Kemenkes sesuai 

kompetensi jabatan. Dalam melaksanakan program kegiatan tersebut Biro 

Kepegawaian mendapat dukungan alokasi anggaran sejumlah Rp. 24.177.734.000 dan 

diarahkan untuk mendukung pencapaian program Sekretariat Jenderal Kementerian 

Kesehatan atas pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya.  Untuk menilai pencapaian sasaran kegiatan pada tahun 2020 

Biro Kepegawaian, telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai alat pengukuran 

kinerja yaitu : 

Sasaran Indikator  Target Realisasi 

Terwujudnya 
penataan ASN 
Kemenkes 
sesuai 
kompetensi 
jabatan 

Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan 
Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang 
memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan 

75% 81,25% 

Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang 
menduduki Jabatan Fungsional 

60% 63,91 

Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Kepegawaian 4 3,76 
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Pencapaian kinerja indikator pertama adalah Persentase Pejabat Pimpinan 

Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian 

Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan. 

Berdasarkan tabel/data diatas dari target yang telah ditetapkan sebesar 75% di tahun 

2020 terealisasi sebesar 81,25%. Realisasi indikator kinerja tersebut diukur melalui 

Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di 

lingkungan Kementerian Kesehatan yang sedang menduduki jabatan dan telah 

mengikuti uji kompetensi dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan hasil nilai  kompetensi 

minimal 80% dari standar sebesar 208 pegawai dibagi dengan Jumlah Pejabat Pimpinan 

Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian 

Kesehatan yang sedang menduduki jabatan dan telah mengikuti uji kompetensi dalam 

3 (tiga) tahun terakhir sebanyak 256 pegawai. 

Pencapaian kinerja pada indikator kedua adalah Persentase PNS di lingkungan 

Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional sebesar 

63,91% .Pencapaian kinerja tersebut diukur berdasarkan Jumlah Pemangku Jabatan 

Fungsional Kesehatan dan Non Kesehatan sebanyak 29.722 pegawai dibagi dengan 

Jumlah Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional Kesehatan dan Non Kesehatan di 

lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu 46.504 pegawai. 

Pencapaian kinerja pada indikator ketiga yaitu Tingkat Kepuasan terhadap 

Layanan Kepegawaian, sesuai tabel diatas pada tahun 2020 target 4 dan telah 

terealisasi sebesar 3.76 dengan mengunakan cara perhitungan Penilaian Kepuasan 

Layanan Kepegawaian  menggunakan skala likert (1 s.d. 5). Cara perhitungan adalah 

jumlah nilai terbobot seluruh responden dibagi dengan total jumlah responden.. 

Adapun capaian Biro Kepegawaian berdasarkan output anggaran sebagai berikut : 

1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal capaian output 100% dengan realisasi 

anggaran 95,38% 

2. Layanan Manajemen SDM capaian output 100% dengan realisasai anggaran 

97,66% 

3. Layanan Dukungan Manajemen Satker capaian output 100% dengan realiasai 

anggaran 98,68% 

4. Layanan Perkantoran Capaian output 100% dengan realisasi anggaran 99,29% 

5. Meraih penghargaan perencanaan kebtuhan, pelayanan pengadaan, 

kepangkatan dan pensiun tingkat Kementerian dan lembaga negarab dari Badan 

Kepegawaian Negara. 



iv Laporan Kinerja (LKj) Biro Kepegawaian Tahun 2020 

 

Selain capaian strategis 2020 di atas, Biro Kepegawaian telah meraih 

penghargaan baik dari Lingkup Internal Kemmenterian Kesehatan Maupun 

Kementerian/Lembaga lain, adapun penghargaan yang telah didapat sebagai berikut : 

1. BKN Award 2020 Kategori : Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan dan 

Kepangkatan da Pindah 

2. KASN 2020 Kategori : Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN 

 

Pada akhirnya Laporan Kinerja (LKj) kinerja Biro Kepegawaian ini diharapkan 

dapat bermanfaat secara nyata sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam 

penyusunan perencanaan di masa mendatang, selain tentu saja juga dapat menjadi 

bahan pertimbangan sebelum menentukan arah kebijakan organisasi sesuai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan atau perbaikan 

kinerja organisasi secara berkesinambungan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas organisasi yang lebih baik, 

bertanggungjawab dan bersih serta sebagai perwujudan pertanggungjawaban kinerja 

organisasi Tingkat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian 

Kesehatan, Biro Kepegawaian menyusun Laporan Kinerja (LKj). Hal ini dalam upaya 

Reformasi Birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh jajaran instansi pemerintah, 

yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta 

memiliki kinerja yang baik (Good Governance). 

Laporan Kinerja Tahun 2020 ini menjabarkan pencapaian kinerja atas 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan bulan Januari ï 

Desember 2020 dengan mengacu pada sasaran dan indikator kinerja pada Rencana 

Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) Tahun 2020 ï 2024. Dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Biro Kepegawaian mempunyai tugas untuk 

melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu:  

 

 

Sasaran hasil dari program kegiatan tersebut adalah: 

  

 

Untuk menilai pencapaian sasaran indikator kinerja tersebut telah ditetapkan 3 

(tiga) indikator sebagai alat pengukuran kinerja Biro Kepegawaian, yaitu : 

1. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat 

Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi 

sesuai dengan standar kompetensi jabatan (75%); 

2. Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki 

Jabatan Fungsional (60%); 

3. Tingkat Kepuasan terhadap layanan kepegawaian (4); 

Laporan Kinerja (LKj) Biro Kepegawaian merupakan bentuk 

pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan 

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 

Terwujudnya Penataan ASN Kemenkes Sesuai 

Kompetensi Jabatan  
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sumber daya dalam pelaksanaan program kegiatan yang sudah diamanahkan dan 

disepakati yang memuat tingkat keberhasilan, hambatan dan berbagai terobosan 

yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan 

misi organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku periode 

Januari ï Desember 2020. 

 

B. Tugas, Fungsi dan Struktur  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) RI Nomor 64 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, dinyatakan bahwa 

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian di 

lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kepegawaian menyelenggarakan 

beberapa fungsi antara lain: 

a. pengelolaan urusan pengadaan pegawai;  

b. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;  

c. pengelolaan urusan pengembangan pegawai; 

d. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai 

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro 

Selanjutnya berdasarkan Permenkes tersebut diatas, dijelaskan bahwa Struktur 

Organisasi Satuan Kerja Biro Kepegawaian, terdiri atas : 

1) Bagian Pengadaan Pegawai 

a. Sub Bagian Penyusunan Formasi,  

b. Sub Bagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil,  

c. Sub Bagian Pengangkatan Pegawai dengan Penugasan Khusus  

2) Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 

a. Sub Bagian Kenaikan Pangkat, 

b. Sub Bagian Pemindahan dan Pemberhentian, 

c. Sub Bagian Penilaian Kinerja dan Dukungan Informasi Kepegawaian  

3) Bagian Pengembangan Pegawai  

a. Sub Bagian Perencanaan Pengembangan Jabatan Pimpinan Tinggi dan 

Jabatan Administrasi, 

b. Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional,  

c. Sub Bagian Pengembangan Karir  
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4) Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai  

a. Sub Bagian Peraturan Kepegawaian dan Penegakan Disiplin Pegawai, 

b. Sub Bagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai, 

c. Sub Bagian Tata Usaha 

5) Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu yang diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 

melakukan kegiatan Manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen 

PNS secara profesional.  

Adapun komposisi Kelompok Jabatan Fungsional pada Satker  

Biro Kepegawaian, antara lain: 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)  

b. Kelompok Jabatan Fungsional Umum (JFU)  

 

C. Struktur Organisasi 

Selanjutnya berdasarkan Permenkes tersebut diatas, dijelaskan bahwa Struktur 

Organisasi Satuan Kerja Biro Kepegawaian,  

 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi Biro Kepegawaian 
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D. Sistematika Laporan 

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Biro Kepegawaian ini mengacu pada 

Permenkes Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas 

dalam penyajiannya. Sistematika penyajian LKj Biro Kepegawaian adalah sebagai 

berikut: 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

Bagian ini merupakan rangkuman dari seluruh Laporan Biro Kepegawaian yang 

disajikan sesuai tujuan dan sasaran berdasarkan Renstra Kemenkes Tahun 2020 ï 

2024 yang mencerminkan langkah ï langkah untuk mencapai sasaran, tingkat 

keberhasilan dan kegagalan, permasalahan/kendala yang dihadapi serta terobosan 

yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran indikator kinerja Biro Kepegawaian. 
 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan 

fungsi, serta sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj). 
 

BAB II  PERENCANAAN KINERJA 

Bab ini memuat tentang perencanaan dan perjanjian kinerja (tentang visi, misi, 

dan keterkaitan antara rencana strategis 2020 ï 2025, tujuan dan sasaran, program 

dan pelaksanaan kegiatan serta penetapan kinerja Biro Kepegawaian. 
 

BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA 

Bab ini memuat tentang hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian 

sasaran, evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi akuntabilitas keuangan berkaitan 

dengan pengukapan dan penyajian pengukuran kinerja satuan kerja disertai dengan 

pemilihan indikator yang digunakan. 
 

BAB IV  KESIMPULAN 

Bab ini merupakan bab penutup atau akhir yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran serta masukan dari keseluruhan pembahasan dalam Laporan Kinerja  yang 

telah dilakukan analisa.  

 

LAMPIRAN 

Lampiran merupakan dokumen-dokumen pendukung yang disertakan Laporan 

Biro Kepegawaian, 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target program kegiatan 

tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran program 

kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan. Rencana kinerja Biro Kepegawaian 

tahun 2020 juga tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintahan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2020 ï 2024, Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Tahun 

2020, dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) tahun 

2020 ï 2024. Pada hakekatnya sasaran dan indikator kinerja Biro Kepegawaian 

diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kesehatan RI. 

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Biro Kepegawaian sebagai 

pengemban amanah atas program kegiatan Pembinaan Administrasi 

Kepegawaian, maka seluruh pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan 

merupakan penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja yang telah direncanakan 

dan ditetapkan, sebagaimana Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 dibawah ini: 

 

Tabel 2.1 

Perencanaan Indikator dan Target Kinerja 

Program Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian 

Sasaran Indikator 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Terwujudnya penataan 
ASN Kemenkes sesuai 
kompetensi jabatan 

1. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, 

Pejabat Administrator dan Pejabat 

Pengawas di lingkungan Kementerian 

Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai 

dengan standar kompetensi jabatan 

75% 78% 81% 84% 87% 

2. Persentase PNS di lingkungan Kementerian 

Kesehatan yang menduduki Jabatan 

Fungsional 

60% 64% 68% 72% 75% 

3. Tingkat Kepuasan terhadap Layanan 

Kepegawaian 

4 4.1 4.2 4.3 4.4 

        *) Sumber : dokumen Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 
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3. VISI DAN MISI 

Visi dan misi biro kepegawaian dalam rencana aksi kegiatan 2020 ï 2024 

mendukung visi dan misi presiden republik indonesia yaitu ñterwujudnya 

indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-

royongò. Untuk mewujudkan visi tersebut, akan dilakukan upaya melalui 9 

(sembilan) misi pembangunan yaitu : 

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 

2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing 

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 

5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada 

Seluruh Warga 

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan  

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam 

tercapainya seluruh Misi Pemerintah terutama agenda ke 1 yaitu Peningkatan 

Kualitas Manusia Indonesia.  

Dalam rangka mewujudkan visi & misi tersebut di atas, maka Biro 

Kepegawaian memiliki beberapa rencana strategis sebagai berikut: 

1. Meningkatkan jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan 

Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki 

kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan. 

2.  Meningkatkan jumlah PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang 

menduduki Jabatan Fungsional. 

3. Memberikan Tingkat Kepuasan terhadap layanan kepegawaian. 

 

4. TUJUAN  

a. Tujuan Umum: 

Terselenggaranya koordinasi melalui peningkatan dan penguatan sistem 

perencanaan, pendayagunaan dan distribusi serta pengelolaan kapasitas 

SDM Aparatur Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan  dan karakteristik 

organisasi. 
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b. Tujuan Khusus: 

1) Memudahkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan 

program kegiatan pengelolaan  kepegawaian; 

2) Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengelolaan 

kepegawaian; 

3) Mewujudkan integrasi dalam pembinaan kepegawaian; 

4) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan 

berkelanjutan. 

 

5. SASARAN 

Sejalan dengan sasaran yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 ï 2024, 

RKP Tahun 2020 dan Renstra Kemenkes Tahun 2020 ï 2024, maka sasaran 

kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian adalah ò Terwujudnya Penataan 

ASN Kementerian Kesehatan Sesuai Kompetensi Jabatanò.  

 

6. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA 

Tabel  2.1 

Definisi Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NO Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ 
Sasaran Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Definisi Operasional  Formulasi Perhitungan 

  

1 Pembinaan 
Administrasi 
Kepegawaian 

Terwujudnya penataan ASN 
Kemenkes sesuai kompetensi 
jabatan 

    

Persentase Pejabat Pimpinan 
Tinggi, Pejabat Administrator dan 
Pejabat Pengawas di lingkungan 
Kementerian Kesehatan yang 
memiliki kompetensi sesuai dengan 
standar kompetensi jabatan 

Persentase Pejabat Pimpinan 
Tinggi  dan Pejabat 
Administrator dan Pengawas di 
lingkungan Kementerian 
Kesehatan yang sedang 
menduduki jabatan dan telah 
mengikuti uji kompetensi dalam 
3 (tiga) tahun terakhir dengan 
hasil nilai kompetensi minimal 
80% dari standar kompetensi 
jabatan 

Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, 
Pejabat Administrator dan 
Pengawas di lingkungan 
Kementerian Kesehatan yang 
sedang menduduki jabatan dan 
telah mengikuti uji kompetensi 
dalam 3 (tiga) tahun terakhir 
dengan hasil nilai kompetensi 
minimal 80% dari standar 
kompetensi jabatan dibagi dengan 
jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, 
Pejabat Administrator dan 
Pengawas di lingkungan 
Kementerian Kesehatan yang 
sedang menduduki jabatan dan 
telah mengikuti uji kompetensi 
dalam 3 (tiga) tahun terakhir dikali 
100% 

Persentase PNS di lingkungan 
Kementerian Kesehatan yang 
menduduki Jabatan Fungsional  

Persentase PNS di lingkungan 
Kementerian Kesehatan yang 
diangkat (inpassing, alih jabatan 
dan pengangkatan pertama) 
dalam jabatan fungsional 
kesehatan dan non kesehatan 
sesuai dengan kompetensinya 

Jumlah pemangku jabatan 
fungsional kesehatan dan non 
kesehatan dibagi dengan jumlah 
pejabat pelaksana dan pejabat 
fungsional kesehatan dan non 
kesehatan di lingkungan 
Kementerian Kesehatan dikali 
100% 

Tingkat Kepuasan terhadap 
Layanan Kepegawaian 

Tingkat kepuasan penerima 
layanan kepegawaian, meliputi 
pimpinan satker, pengelola 
kepegawaian dan pejabat 
fungsional Anpeg terhadap 
layanan kepegawaian di 
lingkungan Kementerian 
Kesehatan 

Penilaian Kepuasan Layanan 
Kepegawaian  menggunakan 
skala likert (1 s.d. 5). Cara 
perhitungan adalah jumlah nilai 
terbobot seluruh responden dibagi 
dengan total jumlah responden. 
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B. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja Biro Kepegawaian tahun 2020 adalah merupakan suatu 

upaya dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja ini di tanda tangani 

oleh Sekretaris jenderal dan Kepala Biro Kepegawaian pada tanggal November 2019, 

namun seiring dengan adaya peralihan jabatan dan adanya revisi terkait anggaran, 

maka pada bulan Desember 2020 dilaksanakan penandatangan revisi perjanjian 

kerja, adapun Perjanjian Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2020 sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Perjanjian Kinerja 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Untuk mengetahui capaian kinerja atas target indikator pada Biro Kepegawaian 

maka dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Waktu monitoring 

disesuaikan dengan karakteristik Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) apakah capaiannya 

diukur dalam periode triwulanan, semesteran atau tahunan.  

Monitoring, evaluasi, pengumpulan, pengukuran sampai pelaporan capaian 

kinerja Sekretariat Jenderal dilakukan oleh tim evaluasi dan pelaporan secara 

triwulanan. Dalam pelaksanaanya, metode pengukuran kinerja pada Biro 

Kepegawaian menggunakan e-monev PP39 (Bappenas), e-monev kinerja 

penganggaran (SMART DJA Kementerian Keuangan), e- Performance Biro 

Perencanaan dan Anggaran dan Matriks Sandingan Target dan Capaian Indikator 

Renstra, Renja K/L, RKP serta pagu dan realisasi anggarannya.  

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian 

kinerja dengan tingkat capaian (target) dari tiap-tiap indikator disetiap tahunnya, 

sehingga dapat diperoleh gambaran tingkat keberhasilan masing-masing indikator. 

Dari pencapaian tersebut, tentu saja akan didapatkan variabel-variabel yang saling 

mempengaruhi satu sama lain, baik semakin menguatkan capaian ataupun justru 

menjadi faktor penghambat. Variabel penguat dan penghambat tersebut akan 

dianalisa sehingga dapat diperoleh langkah tindak lanjut yang komprehensif dan 

sesempurna mungkin.  

Manfaat dari pengukuran kinerja ini juga dapat memberikan informasi kepada 

berbagai pihak baik internal maupun eksternal tentang pelaksanaan program 

kegiatan dalam rangka mewujudkan misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah 

ditetapkan sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Tahun 2020 

dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) Tahun 2020 ï 

2024. 

 

B. Analisis Capaian Kinerja 

Sebagaimana kita ketahui tahun 2020 merupakan periode baru bagi 

Kementerian Kesehatan Kesehatan dalam meyusun Rencana Strategis dimana untuk 

periode Rencana Strategis tahun 2015 -  2019 telah selesai dilaksanakan, sebagai 
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gambaran pencapaian hasil Indikator Kinerja Kegiatan Biro Kepegawaian pada 

periode tersebut sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Pencapaian Kinerja Tahun 2015-2019 

Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian 

Sasaran Indikator RENSTRA 
2015 2016 2017 2018 2019 

T R T R T R T R T R 

Meningkatnya 
Pelayanan 

Administrasi 
Kepegawaian 

Persentase pemenuhan kebutuhan Aparatur 
Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan 

90 83,4 90 97,70  90 84,90 90 90,01 90 96,72 

Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, 
Administrator dan Pengawas di lingkungan 
Kementerian Kesehatan yang kompetensinya 
sesuai persyaratan jabatan 

60 73,2 70 81,40  80 82,14 85 86,75 90 91,18 

Persentase pegawai Kementerian Kesehatan 
dengan nilai kinerja minimal baik 

80 85,5 85 89,96  88 98,66 91 99,80 94 99,81 

 

Sebagaimana tabel diatas, pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah 

ditetapkan pada periode Renstra tahun 2015 ï 2019 Biro Kepegawaian telah mampu 

melaksanakan dan mencapai target seluruh indikator yang telah ditetapkan. Dibalik 

pencapaian tersebut terdapat beberapa evaluasi yang dilakukan oleh biro 

kepegawaian untuk menyusun indikator Renstra periode 2020 ï 2024 agar Indikator 

yang ditetapkan telah memenuhi kriteria SMART. 

Pencapaian kinerja Biro Kepegawaian tahun 2020 diukur berdasarkan 

dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 dan Renstra Kemenkes Tahun 2020 ï 2024 

yaitu melaksanakan program kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian, 

dengan sasaran hasil program adalah:  ñTerwujudnya Penataan ASN Kemenkes 

sesuai Kompetensi Jabatanò. Untuk mencapai sasaran program telah ditetapkan 3 

(tiga) indikator kinerja baru, yang masing ï masing indikator kinerja tersebut 

mempunyai karakteristik masing ï masing dalam pencapaiannyaȢ Analisis capaian 

kinerja pada Sasaran Strategis dan Indikator kinerja untuk setiap kegiatan dijelaskan 

lebih detil sebagai berikut:  

Tabel 3.2 

Pencapaian Kinerja Tahun 2020 

Sasaran Indikator  Target Realisasi 

Terwujudnya 
penataan ASN 
Kemenkes 
sesuai 
kompetensi 
jabatan 

Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator 
dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian 
Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar 
kompetensi jabatan 

75% 81,25% 

Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang 
menduduki Jabatan Fungsional 

60% 63,91% 
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Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Kepegawaian 4 3,76 

1. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat 

Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi 

sesuai dengan standar kompetensi jabatan dengan Target pada Tahun 2020 

sebesar 75%.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara menyebutkan bahwa setiap jabatan Aparatur Sipil Negara harus sesuai 

dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi jabatan pimpinan tinggi, 

administrator dan pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan merujuk 

kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar 

Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Kompetensi Jabatan terdiri atas 

kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural. Kompetensi yang diukur dalam 

laporan ini adalah kompetensi manajerial. Kompetensi Manajerial adalah 

pengetahuan  pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 

diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. 

Kompetensi manajerial dapat diukur melalui pelatihan kepemimpinan sesuai 

dengan jenjang jabatan (jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas).  

Cara Perhitungan yang digunakan dalam menentukan pejabat pimpinan 

tinggi, administrator dan pengawas telah memenuhi standar kompetensi adalah 

Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di 

lingkungan Kementerian Kesehatan yang sedang menduduki jabatan dan telah 

mengikuti uji kompetensi dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan hasil nilai  

kompetensi minimal 80% dari standar kompetensi jabatan dibagi dengan Jumlah 

Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di 

lingkungan Kementerian Kesehatan yang sedang menduduki jabatan dan telah 

mengikuti uji kompetensi dalam 3 (tiga) tahun terakhir dikali 100%. 

Berdasarkan data yang diperoleh Biro Kepegawaian tahun 2020, dari 208 

pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas di lingkungan Kementerian 

Kesehatan, 256 diantaranya telah memenuhi kompetensi sesuai persyaratan 

jabatannya masing-masing. Dengan demikian, 81,25% dari total pejabat pimpinan 

tinggi, administrator dan pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan telah 

memiliki kompetensi sesuai persyaratan pada akhir tahun 2020. Dengan merujuk 

kepada data tersebut, capaian indikator kinerja Persentase Pejabat Pimpinan 

Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian 



 

Laporan Kinerja (LKj) Biro Kepegawaian Tahun 2020                              12 

 

Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan 

dinilai cukup baik karena telah melebih target yang ditetapkan sebesar 75%.  

 

a) Analisis keberhasilan pencapaian indikator  

Dibalik pencapaian kinerja pada tahun 2020 yang menunjukkan hasil cukup 

baik, terdapat sejumlah kegiatan atau upaya yang telah dilakukan sebagai 

pendukung keberhasilan tersebut, yaitu:  

1) Melaksanakan proses pelaksanaan penilaian Badan Pertimbangan 

Jabatan dan Kepangkatan atau BAPERJAKAT.  

2) Melaksanakan pengisian jabatan eselon I dan II yang dilaksanakan oleh 

Panitia Seleksi Terbuka (PANSEL) yang dalam penentuan mutasi dan 

promosi jabatan eselon I dan II juga memperhatikan kompetensi pejabat 

yang akan menduduki jabatan. 

3) Melakukan pemanggilan pejabat yang belum mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM). 

4) Melakukan Uji Kompetensi (Assessment) kepada seluruh pejabat struktural 

di lingkungan Kementerian Kesehatan secara bertahap tiap tahunnya 
 

b) Hambatan dalam Pencapaian Kinerja 

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai usaha mencapai target kinerja yang 

diharapkan, tentu saja Biro Kepegawaian mengadapi beberapa 

kendala/hambatan yang sangat berdampak terhadap penilaian kinerja Biro 

Kepegawaian itu sendiri.  Adapun secara umum kendala/hambatan tersebut 

dapat dijabarkan secara garis besar sebagai berikut: 

1) Belum seluruh Pegawai telah dilakukan penilaian kompetensi dikarenakan 

keterbatasan anggaran. 

2) Pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi yang belum terencana 

dengan baik. 

3) Belum dilakukan evaluasi pelaksanaan keseluruhan dari setiap proses 

yang dilakukan dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di 

lingkungan Kementerian Kesehatan. 

4) Terbitnya peraturan yang baru sehingga peraturan yang sudah ditetapkan 

atau konsep peraturan yang sedang direvisi dan telah disusun harus 

disesuaikan dengan peraturan tersebut. 
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c) Upaya Tindak Lanjut 

Bentuk upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh Biro 

Kepegawaian dalam menghadapi hambatan/ kendala yang ada antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1) Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman 

Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagai dasar pembagian kewenangan 

pelaksanaan uji kompetensi;  

2) Perlu peta perencanaan pengembangan kompetensi (pendidikan dan 

pelatihan) baik untuk kebutuhan individu ataupun organisasi;  

3) Perlu dibangun unit assessment center untuk penetapan kompetensi 

berbasis teknologi informasi Aparatur Sipil Negara Kementerian 

Kesehatan; 

4) Pengembangan infrastruktur manajemen talenta (Tim Manajemen Talenta, 

IT, Pedoman, Penetapan Pool Mentor); 

5) Pilot Project pengisian JPT Pratama/Koordinator/Subkoordinator melalui 

manajemen talenta (Jab Target, Calon Talent, Talent pool, pengembangan); 

6) Penerapan Sistem Merit dengan kategori sangat baik (Tim Merit, Roadmap, 

evaluasi); 

7) Penyusunan Pola Karir Kementerian Kesehatan. 
 

2. Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki 

Jabatan Fungsional dengan target pada Tahun 2020 sebesar 60% 

Kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan 

cara menempatkan ASN Kementerian Kesehatan sesuai dengan pendidikan dan 

kompetensi yang sesuai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara 

keseluruhan dalam rangka peningkatan pembangunan kesehatan. Sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, jabatan 

ASN terdiri atas: 

1. Jabatan Administrasi; 

2. Jabatan Fungsional; dan 

3. Jabatan Pimpinan Tinggi. 

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, ASN harus memiliki jabatan yang 

sesuai dengan pendidikan kompetensi yang dimilikinya. Jabatan Pimpinan Tinggi 

dan Administrasi merupakan jabatan yang terbatas jumlahnya dalam suatu 
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organisasi dan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Oleh karena 

itu, ASN perlu didorong untuk masuk ke dalam jabatan fungsional, yang memiliki 

tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. Pemangku jabatan fungsional yang berkompeten dapat 

meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. 

Cara Perhitungan yang digunakan dalam menentukan Persentase PNS di 

lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional 

berdasarkan pada Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Kesehatan dan Non 

Kesehatan Dibagi dengan Jumlah Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional 

Kesehatan dan Non Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Dikali 

100%.  

Berdasarkan capaian hasil kinerja tahun 2020 yang diperoleh Biro 

Kepegawaian tahun 2020, Sejumlah 29.722 Pegawai saat ini telah menduduki 

Jabatan Fungsional dari jumlah 46.504Pegawai. Dengan merujuk kepada data 

tersebut, capaian indikator kinerja Persentase PNS di lingkungan Kementerian 

Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional sebesar 63,91% dinilai cukup 

baik karena telah melebih target yang ditetapkan sebesar 60%.  

 

a) Analisis keberhasilan pencapaian indikator 

Dibalik pencapaian kinerja pada tahun 2020 yang menunjukkan hasil 

cukup baik, terdapat sejumlah kegiatan atau upaya yang telah dilakukan 

sebagai pendukung keberhasilan tersebut, yaitu:  

1) Pemetaan Jabatan Fungsional; 

2) Peningkatan Kapasitas Analis Kepegawaian dan Tim Penilai Analis 

Kepegawaian Kementerian Kesehatan; 

3) Penyusunan pedoman tata laksana analis kepegawaian di lingkungan 

kemenkes; 

4) Percepatan Penyelesaian Administrasi Jabatan Fungsional, Jabatan 

Pelaksana (JFU) dan Inpassing Nasional; 

5) Pengembangan SILK Jabfung dan SILK Usul sesuai dengan 

perkembangan peraturan kepegawaian; 

6) Pembuatan aplikasi online untuk usul ralat SK dan TBR (Tenaga Bahaya 

Radiasi); 

7) Pelaksanaan paper-less aplikasi SILK Jabfung dan SILK arsip; 
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8) Pelantikan Jabatan Fungsional. 

b) Hambatan dalam Pencapaian Kinerja 

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai usaha mencapai target kinerja yang 

diharapkan, tentu saja Biro Kepegawaian mengadapi beberapa 

kendala/hambatan yang sangat berdampak terhadap penilaian kinerja Biro 

Kepegawaian itu sendiri.  Adapun secara umum kendala/hambatan tersebut 

dapat dijabarkan secara garis besar sebagai berikut: 

1) Banyaknya Pegawai yang tidak lulus Uji Kompetensi Inpassing Jabatan 

Fungsional. 

2) Adanya ketentuan untuk beberapa Jabatan Fungsional tertentu yang 

mewajibkan lulus Diklat Fungsional. 

3) Masih banyak komposisi jabatan pelaksana yang menjadi jabatan 

fungsional. Saat ini sudah ada Permen PANRB Nomor 41 tahun 2018 yang 

dapat dijadikan acuan dalam penetapan jabatan pelaksana di Kementerian 

Kesehatan. Penataan pegawai (distribusi, mutasi, rotasi) saat ini belum 

seluruhnya menyesuaikan dengan peta jabatan 

4) Belum ditetapkan kebijakan internal tentang pengembangan kompetensi 

jabatan fungsional kesehatan; 

 

c) Upaya Tindak Lanjut 

Sedangkan bentuk upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan 

dalam menghadapi hambatan/ kendala yang ada antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1) Melaksanakan penilaian Uji Kompetensi Jabfung secara berjenjang; 

2) Menyusun standar kompetensi teknis; 

3) Melakukan pembinaan terhadap tim penilai angka kredit; 

4) Melaksanaan sertifikasi bagi tim penilai UKOM dan PAK besama Puskat 

Mutu. 

 

3. Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Kepegawaian dengan target pada 

tahun 2020 sebesar 4 

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Biro Kepegawaian telah 

ditetapkan salah satu indikator strategisnya, yaitu Tingkat Kepuasan terhadap 

Layanan Kepegawaian. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui mutu atau 
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kualitas terhadap proses pelayanan administrasi kepegawaian di Lingkungan 

Kementerian Kesehatan yang sudah berjalan saat ini.  

Dalam rangka mendapatkan tingkat kepuasan dan ekspektasi stakeholder 

serta area perbaikan, Survei Tingkat Kepuasan Layanan Kepegawaian dilakukan 

dengan metode purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 401 

pegawai Kementerian Kesehatan yang terdiri dari Pimpinan Satuan Kerja, Kepala 

Bagian/Kepala Sub Bagian SDM, Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, 

Jabatan Pelaksana Analisis SDM Aparatur / Pengelola Kepegawaian. 

Cara perhitungan yang digunakan Penilaian Kepuasan Layanan 

Kepegawaian  menggunakan skala likert (1 s.d. 5). Cara perhitungan adalah 

jumlah nilai terbobot seluruh responden dibagi dengan total jumlah responden.. 

 

a) Analisis keberhasilan pencapaian indikator : 

1. Tahap Perancangan Penelitian 

 

2. Pengumpulan Data 

Responden mengisi survei melalui https://ropeg.kemkes.go.id/.  

Pengisian survey dilaksanakan dalam dua periode, yaitu: 

¶ Periode 1 : 21 ï 28 Juli 2020 

¶ Periode 2 : 21 ï 28 Agustus 2020 

3. Hasil Survei 

Berdasarkan akumulasi hasil survei terkait urusan pengadaan pegawai, 

urusan mutasis dan penilaian kinerja pegawai, urusan pengembangan 

pegawai, serta urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai diperoleh hasil 

sebagai berikut: 
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Grafik 3.1 

Hasil Survey Kepuasan Layanan Kepegawaian 

 

 

Nilai rata-rata tingkat kepuasan terhadap layanan administrasi kepegawaian 

Biro Kepegawaian adalah 3.76 atau dalam kategori cukup. Meskipun 

berdasarkan grafik diatas, responden menyatakan baik (57.36%). 

 

4. Saran  

Kategori Saran 

SDM Agar contact person lebih responsive dalam menjawab konsultasi 

Proses 
Info proses agar lebih update 

Update data pegawai (SIMKA) agar lebih cepat di respon 

Produk Pengiriman SK agar tepat waktu 
 

5. Rekomendasi  

Kategori Rekomendasi 

SDM 

Peningkatan kompetensi dan koordinasi contact person dalam 

menangani pengaduan / konsultasi 

Memperkuat layanan Helpdesk Biro Kepegawaian 

 Meningkatkan komitmen pimpinan untuk menjawab 

pengaduan/konsultasi 

 Perencanaan pengembangan kompetensi analis kepegawaian 

 Perencanaan kebutuhan pegawai 

Proses Penguatan koordinasi antara subbagian 

 Penguatan infrastruktur sistem informasi 

 Perbaikan info proses pada beberapa aplikasi antara lain:  

- SILK Pemindahan dan Pemberhentian 

- SILK terkait Karis / Karsu / Karpeg 

Produk Penguatan koordinasi penyampaian SK dengan unit utama (integrasi 

internal dan eksternal) 

 Mendorong pemanfaatan TTE (tanda tangan elektronik) pada Surat 

Keputusan 

Kebijakan Penyempurnaan SOP-AP 

 Perubahan peraturan kepegawaian 
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Berdasarkan capaian hasil kinerja tahun 2020 yang diperoleh Biro 

Kepegawaian tahun 2020, tingkat kepuasan terhadap layanan kepegawaian 

adalah 3,76. Capaian tersebut masih belum dapat memenuhi target yang telah 

ditetapkan yaitu 4, Adapun analisis hambatan dan tindak lanjut yang akan 

diperbaiki oleh biro kepegawaian dalam rangka menmperbaiki kinerja terkait 

indikator tingkat kepuasan terhadap layanan kepegawaian.  

 

b) Hambatan dalam Pencapaian Kinerja 

Hambatan dalam pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan 

administrasi kepegawaian tahun 2020, antara lain: 

1. Hasil survei tahun 2018 digunakan sebagai garis dasar penentuan target 

RENSTRA Biro Kepegawaian untuk tahun 2020, yaitu index nilai 4. 

2. Pelaksanaan penilaian survei pada tahun 2019 menggunakan dua produk 

kepegawaian,, yaitu Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan 

Fungsional serta menggunakan pihak ketiga, sedangkan pada tahun ini 

menggunakan seluruh produk kepegawaian di lingkungan Biro 

Kepegawaian. 

3. Penilaian dilakukan secara mandiri karena keterbatasan anggaran yang 

disebabkan efisiensi untuk penanganan COVID-19. 

4. Tidak semua responden mengetahui dan melakukan proses dari seluruh 

layanan kepegawaian. 

5. Jumlah responden yang tidak representative. 

 

c) Upaya tindak lanjut 

Upaya tindak lanjut dan saran pelaksanaan survei kepuasan terhadap 

layanan administrasi kepegawaian pada tahun berikutnya, yaitu: 

1. Pelaksanaan menggunakan pihak ketiga, yaitu lembaga yang memiliki 

kredibilitas dan reputasi di bidang penelitian dan survei. 

2. Pengelompokan pertanyaan berdasarkan responden. 

3. Penentuan jumlah responden berdasarkan teknik penentuan sample 

sesuai dengan kaidah statistik. 
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Untuk mendukung mencapai sasaran indikator yang telah ditetapkan terkait 

Program Pembinaan Administrasi Kepegawaian, maka ditetapkan beberapa kegiatan 

dan capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 

 

1. Penyusunan Formasi Pegawai 

Menyelenggarakan fungsi penyusunan formasi dan evaluasi penempatan 

pegawai negeri sipil dan pegawai dengan penugasan khusus terutama pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung 

pemenuhan tenaga kesehatan dan yang mendukung core business sesuai jumlah 

formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ketersediaan tenaga sesuai dengan 

kebutuhan organisasi secara proporsional sehingga dapat mewujudkan visi dan 

misi organisasi menjadi kinerja nyata.   

Kegiatannya antara lain yaitu penyusunan formasi ASN, evaluasi dan 

penataan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta percepatan 

koordinasi lintas program/sektor terkait pengadaan pegawai. Keluaran/output dari 

kegiatan tersebut adalah dokumen Formasi ASN, evaluasi dan penataan pegawai 

di lingkungan Kementerian Kesehatan serta dokumen percepatan koordinasi lintas 

program/sektor terkait pengadaan pegawai.   

Hasil/outcome yang diperoleh adalah terpenuhinya kebutuhan ASN yang 

mendukung core business organisasi di unit kerja Kemenkes, tersusun penataan 

pegawai pada setiap satker di lingkungan Kementerian Kesehatan dan 

terwujudnya usul kebutuhan ASN yang transparan dan akuntabel. Adapun tahapan 

dalam penyusunan formasi ASN tahun 2021-2024 sebagai berikut : 

a) Menteri PAN-RB melalui surat Nomor B/846/SM.01.00/2019 tanggal                       

26 Juli 2019 perihal Pembaharuan Data E-Formasi, bahwa Instansi wajib 

menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis 

jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan 

dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik: 

¶ Instansi wajib melakukan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan 

berdasarkan hasil anjab dan ABK yang ditetapkan dalam peta jabatan dan 

ditetapkan oleh PPK; 

¶ Peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK harus menggambarkan 

kebutuhan 5 (lima) tahun (tahun 2020 ï 2024); 
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¶ Peta jabatan dimasukan ke dalam aplikasi e-formasi yang kemudian akan 

disimpan dan dikunci sampai dengan tahun 2024; 

¶ Pembaharuan data peta jabatan dalam aplikasi dapat dilakukan kembali 

pada bulan September sampai dengan November 2019. 

b) Menteri PAN-RB melalui surat Nomor B/110/SM.01.00/2020 tanggal 7 Februari 

2020 perihal Pembaharuan Data E-Formasi, merujuk surat edaran Menteri 

PAN-RB melalui surat Nomor B/846/SM.01.00/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal 

Pembaharuan Data E-Formasi: 

¶ Instansi wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan 

hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan dalam peta 

jabatan dan ditetapkan oleh PPK; 

¶ Peta jabatan tersebut harus menggambarkan kebutuhan 5 (lima) tahun 

(tahun 2020 s/d 2024); 

¶ Peta jabatan, hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja disampaikan 

melalui aplikasi e-formasi paling lambat akhir bulan Juni 2020 yang 

kemudian akan disimpan dan dikunci hingga tahun 2024; 

¶ Pada aplikasi e-formasi diatur pembagian kewenangan bagi unit yang 

membidangi urusan organisasi dan unit yang membidangi urusan 

kepegawaian. Unit yang membidangi urusan organisasi bertanggung 

jawab terhadap penginputan data analisis jabatan, analisis beban kerja, 

peta jabatan, dan kelas jabatan. Unit yang membidangi kepegawaian 

bertanggung jawab terhadap pengisian eksisting ASN dan usulan ASN; 

¶ Khusus usulan kebutuhan/formasi ASN tahun 2020 dan 2021 disampaikan 

melalui aplikasi e-formasi paling lambat diterima pada akhir bulan Maret 

2020. 

c) Menteri PAN-RB melalui surat Nomor B/307/SM.01.00/2020 tanggal 16 Maret 

2020 perihal Perpanjangan Waktu Pembaharuan Data E-Formasi, yang intinya 

merujuk surat edaran Menteri PAN-RB melalui surat Nomor 

B/846/SM.01.00/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal Pembaharuan Data E-

Formasi: 

¶ Terdapat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang belum 

selesai melakukan penataan kelembagaan dan organisasi (SOTK); 
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¶ Sedang dilakukan proses perbaikan peta jabatan karena adanya kebijakan 

penyederhanaan birokrasi; 

¶ Kementerian PANRB sedang melakukan pemutakhiran aplikasi           e-

formasi dari versi 4.0 ke 4.1; 

¶ Entry usul kebutuhan ASN tahun 2020 dan 2021 yang semula sampai 

dengan akhir Maret 2020, diperpanjang sampai dengan akhir Mei 2020. 

d) Menteri PAN-RB melalui surat Nomor B/584/M.SM.01.00/2020 tanggal 13 Juli 

2020 perihal Usul Kebutuhan ASN Tahun 2021, memperhatikan dampak 

pandemi COVID-19 dan tertundanya pelaksanaan SKB pengadaan CPNS 

tahun 2019: 

¶ Penetapan kebutuhan (formasi) dan pengadaan ASN tahun 2020 diputuskan 

untuk ditiadakan; 

¶ Instansi perlu terus melakukan pemetaan dan penyederhanaan birokrasi 

serta penyesuaian analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai dengan 

mempertimbangkan perkembangan tugas dan fungsi organisasi yang 

dinamis, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat, dan 

berbagai penyesuaian dalam sistem manajemen ASN dalam situasi tatanan 

kenormalan baru; 

¶ Terhadap usulan ASN tahun 2020 yang telah disampaikan Instansi pada e-

formasi, usulan tersebut secara otomatis diakumulasi pada usulan ASN 

tahun 2021; 

¶ Instansi dapat melakukan penyesuaian usulan dengan memperhatikan 

prioritas; 

¶ Perubahan usulan pada e-formasi dapat dilakukan sampai dengan akhir 

bulan Agustus tahun 2020; 

¶ Peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK wajib diunggah ke            e-

formasi dan merupakan dasar dalam penginputan data kebutuhan ASN di e-

formasi; 

¶ Instansi diharapkan menyiapkan anggaran terutama gaji, diklat dasar dan 

diklat jabatan fungsional CASN pada Tahun Anggaran 2021. 

e) Menteri Kesehatan melalui surat Nomor KP.01.01/Menkes/349/2020 tanggal 3 

Juni 2020 hal Penyampaian Usulan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) 
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Kementerian Kesehatan Tahun 2020 dan 2021, yang kemudian diubah dengan 

surat Menteri Kesehatan Nomor KP.01.01/Menkes/593/2020 tanggal 2 

September 2020 hal Penyampaian Usulan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara 

(ASN) Kementerian Kesehatan Tahun 2021, menyampaikan usulan kebutuhan 

ASN Kementerian Kesehatan yang diprioritaskan untuk jabatan fungsional dan 

jabatan teknis lain yang mendukung tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan 

baik di Kantor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta telah tersedia 

anggaran terutama gaji, diklat dasar, dan diklat jabatan fungsional CASN pada 

Tahun Anggaran 2021, dengan lampiran sejumlah 5.828 (lima ribu delapan 

ratus dua puluh delapan) formasi, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

sejumlah 4.553 (empat ribu lima ratus lima puluh tiga) dan Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh 

lima) kepada Menteri PAN- RB. 

f) Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang 

Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan 

Kementerian Kesehatan, yang bertujuan untuk : 

¶ memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi, dan distribusi jabatan 

pelaksana dan jabatan fungsional yang tepat sesuai dengan persyaratan 

jabatan dan kebutuhan organisasi; dan 

¶ meningkatkan profesionalitas pejabat pelaksana dan pejabat fungsional di 

lingkungan Kementerian Kesehatan. 

¶ Sosialisasi dilakukan beberapa sesi untuk mendapatkan hasil yang optimal 

dimana pelaksanaannya secara daring menggunakan video conference 

(zoom meeting): 

1) Tanggal 23 Juli 2020 (sesi pagi) dengan peserta (perwakilan satuan 

kerja) dari unit utama Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, 

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat 

Jenderal Kesehatan Masyarakat, serta Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan; 

2) Tanggal 23 Juli 2020 (sesi siang) dengan peserta Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 

3) Tanggal 24 Juli 2020 (sesi pagi) dengan peserta Badan Pengembangan 

dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 
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4) Tanggal  27 Juli 2020 (sesi pagi) dengan peserta Direktorat Jenderal 

Pelayanan Kesehatan. 

g) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing 

sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 42 Tahun 2018. Kementerian 

Kesehatan mengajukan usul kebutuhan inpassing sebanyak 11.232 formasi 

dengan rincian penetapan dari Menteri PAN-RB: 

1) Kepmen PAN-RB Nomor 719 tahun 2018 sebanyak 3.295 formasi; 

2) Kepmen PAN-RB Nomor 75 Tahun 2020 sebanyak 3.518 formasi; 

3) Kepmen PAN-RB Nomor 212 Tahun 2020 sebanyak 2.053 formasi; 

4) Kepmen PAN-RB Nomor 314 Tahun 2020 sebanyak 1.085 formasi; 

5) Kepmen PAN-RB Nomor 902 Tahun 2020 sebanyak 1.281 formasi; 

Dengan Realisasi (Tahun 2019 dan 2020): 

1) Tahun 2019 sejumlah 740 formasi; 

2) Tahun 2020 (per tanggal 1 Desember 2020) sejumlah 843 formasi. 

Masih adanya waktu pengajuan untuk diangkat dalam jabatan fungsional 

sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 42 Tahun 2018 yaitu tanggal 

6 April 2021 sehingga diharapkan formasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri 

PAN-RB tersebut dapat direalisasikan sebelum deadline penetapan tersebut (6 

April 2021). 

h) Melanjutkan kerjasama dengan Kementerian Keuangan di tahun 2020 ini, 

Kementerian Kesehatan telah menandatangani Nota Kesepahaman 

penempatan lulusan PKN STAN Kementerian Keuangan tahun 2020 Nomor 

PRJ-88/SJ/2019 dan Nomor HK.03.01/IV/4367/2020 tanggal 12 November 

2020, dimana Kementerian Kesehatan memperoleh alokasi formasi lulusan 

PKN STAN Kementerian Keuangan sebagai upaya dalam mempertahankan 

opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebanyak 22 (dua puluh dua) 

orang dengan penempatan di 16 (enam belas) satuan kerja yang terdiri dari 5 

(lima) jabatan yaitu pengelola keuangan, pengelola barang milik negara, penata 

laksana barang terampil, auditor terampil dan pranata keuangan APBN 

terampil. 

i) Percepatan koordinasi lintas program/sektor terkait pengadaan, yaitu 

penyediaan anggaran untuk transport lokal bagi staf di bagian pengadaan 

pegawai yang akan melaksanakan koordinasi lintas program/sector antara lain 
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dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PAN-RB, 

Kementerian Keuangan, dan hal lainnya yang terkait. 

Dalam mendukung pencapaian atas indikator kinerja yang ditetapkan, 

Subbag Penyusunan Formasi Pegawai didukung oleh sumber daya anggaran 

sebesar Rp.  260.790.000,- dan telah terealisasi per-29 Desember 2020 sebesar            

Rp 256.239.330,- (98,26%). 

 

2. Pengangkatan CPNS dan PNS 

a) Pelaksanaan Seleksi CPNS  

Kebutuhan ASN Kementerian Kesehatan Tahun 2019 ditetapkan melalui 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 420 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari 

alokasi sejumlah 2.205 (dua ribu dua ratus lima) formasi.  

Pemenuhan kebutuhan 2.205 (dua ribu dua ratus lima) formasi  

dilaksanakan melalui seleksi CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 untuk 

memenuhi kebutuhan 75 (tujuh puluh lima) jabatan, yang terdiri dari 40 (empat 

puluh) jabatan tenaga kesehatan dan 35 (tiga puluh lima) jabatan tenaga non 

kesehatan yang akan ditempatkan pada 218 (dua ratus delapan belas) satuan 

kerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan 

dengan tahapan proses seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan 

seleksi kompetensi bidang.  

Sesuai surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor B/1007/S.SM.01.00/2019 tanggal 01 Oktober 2019 

hal Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 

bahwa pelaksanaan seleksi CPNS formasi tahun 2019 yang semula 

direncanakan selesai pada tahun 2019, baru dapat dimulai Bulan Oktober 

2019, serta perubahan jadwal tersebut telah disepakati dalam rapat di 

Kementerian PANRB pada tanggal 30 September 2019 yang dihadiri dari unsur 

dari Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran, Ditjen 

Perimbangan Keuangan dan Ditjen Perbendaharaan), Kementerian Dalam 

Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

BKN, BPKP, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur, sehingga pelaksanaan seleksi Kompetensi Dasar dan 
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Seleksi Kompetensi Bidang untuk formasi tahun 2019 akan dilaksanakan 

pada tahun 2020. 

Tahapan seleksi CPNS meliputi seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi 

Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Pada tahun 2019, hasil 

seleksi administrasi CPNS tersebut telah yang telah ditetapkan sesuai dengan 

hasil peserta yang sudah registrasi di laman cpns.kemkes.go.id sejumlah 

34.892 orang, dan dinyatakan valid dan lulus seleksi administrasi sejumlah 

27.148 peserta atau sejumlah (77,81%). Peserta yang dinyatakan lulus seleksi 

administrasi ini berhak melanjutkan dalam tahapan seleksi berikutnya, yaitu 

SKD. Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2019 tentang tentang 

Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi 

Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, disebutkan bahwa dalam seleksi 

CPNS tahun 2019 ini terdapat peserta dengan kategori P1/TL, yaitu  peserta 

seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang 

batas/passing grade berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang 

Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 

2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat 

mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap 

akhir. Khusus peserta dengan kriteria ini dapat memilih untuk mengikuti tahapan 

SKD atau tidak mengikuti SKD. Jika memilih tidak mengikuti SKD, maka akan 

digunakan nilai SKD tahun sebelumnya, sedangkan jika memilih mengikuti SKD 

maka akan dipilih nilai terbaik diantara keduanya. 

Tahapan SKD diselenggarakan pada diselenggarakan pada tanggal 8 s.d 

20 Februari 2020 yang berlangsung di 9 lokasi ujian pada 8 regional provinsi. 

Dari 27.148 peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, terdapat 24.549 

peserta yang hadir mengikuti SKD dengan tingkat kelulusan passing grade 

sebesar 61.4%. Berdasarkan  surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 

K26-30/D3011/III/20.02 tanggal 21 Maret 2020 perihal penyampaian hasil SKD 

CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019, Kementerian Kesehatan 

menerbitkan pengumuman nomor KP.01.02/IV/1069/2020 tanggal 23 Maret 

2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Dan Pelaksanaan Seleksi 

Kompetensi Bidang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian 
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Kesehatan Tahun 2019 dan sudah ditayangkan melalui laman 

https://cpns.kemkes.go.id pada tanggal 23 Maret 2020. 

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan RB Nomor B/611/M.SM.01.00/2020 tanggal 16 Juli 2020 hal Rencana 

Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, disebutkan bahwa 

pelaksanaan SKB akan diselenggarakan dengan memperhatikan pedoman dan 

atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk meminimalisir pergerakan 

peserta maka penetapan lokasi tes akan diselenggarakan pada 34 provinsi 

dengan protokol kesehatan.  

Penyelenggaraan SKB dimaksud sesuai dengan Surat Edaran Kepala 

BKN Nomor 17/SE/VII/2000 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi 

Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT 

BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). Untuk itu, bagi seluruh peserta seleksi diwajibkan: 

a. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti 

mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan 

istirahat yang cukup guna meningkatkan daya tahan tubuh; 

b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum mengikuti seleksi, jika 

mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak napas, 

tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila 

berlanjut; 

c. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 

(empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi; 

d. Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat 

seleksi; 

e. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga 

dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama 

masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; 

f. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; 

g. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan 

air mengalir dan/atau menggunakan handsanitizer; 

h. Membawa alat tulis pribadi; 
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i. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu > 37,3ÁC diberikan tanda 

khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan 

diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah 

(faceshield); dan 

j. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi 

ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah. 

Dalam pelaksanaan SKB tersebut, menindaklanjuti surat Menteri PANRB 

Nomor B/611/M.SM.01.00/2020 tanggal 16 Juli 2020 hal Rencana Pelaksanaan 

SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 dan Nomor B/728/M.SM.01.00/2020 

tanggal 7 Agustus 2020 hal Persetujuan Pedoman SKB Kemenkes, maka 

Kementerian Kesehatan mengambil kebijakan antara lain: 

a. SKB akan diselenggarakan dengan memperhatikan pedoman dan atau 

protokol Pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 

b. EBA tidak menjadi materi SKB; 

c. Khusus bagi peserta jabatan dosen, pelaksanaan SKB substansi jabatan 

dengan wawancara dan praktik kerja akan dilakukan secara daring (online) 

dengan video conference; dan 

d. SKB dilaksanakan pada 33 provinsi dengan penyelenggaraan secara 

mandiri pada 6 provinsi dan bergabung dengan BKN pada 27 provinsi. 

Pelaksanaan SKB pada seleksi CPNS Kementerian Kesehatan, terdiri 

dari: 

a. Substansi jabatan dengan metode CAT BKN yang akan dilaksanakan pada 

33 (tiga puluh tiga) lokasi ujian mulai tanggal 1 s/d 13 September 2020 

sesuai jadwal terlampir.  

b. Substansi jabatan dengan metode wawancara dan praktik kerja untuk 

jabatan Asisten Ahli (Dosen) yang dilaksanakan secara daring (online) 

melalui video conference mulai tanggal 21 ï 25 September 2020. 

c. Penelusuran rekam jejak berdasarkan terhadap hasil pengisian biodata 

rekam jejak pada portal pendukung saat registrasi online (pada saat 

pertama mendaftar) yang dibuktikan dengan dokumen/berkas yang dikirim 

dan atau dibawa peserta dengan batas waktu yang diperhitungkan sebagai 

rekam jejak dihitung sampai dengan saat dilakukannya registrasi online 
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Tahap akhir dari pelaksanaan seleksi CPNS adalah integrasi hasil SKD 

dan SKB untuk menentukan kelulusan akhir yang dilakukan oleh Panselnas 

dimana seluruh komponen penilaian peserta seleksi digabung sesuai bobot 

yang telah ditentukan. Hasil integrasi tersebut ditetapkan oleh Kepala Badan 

Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional CPNS 

2019 dengan Digital Signature (DS) nomor K26-30/B3011/X/20.02 tanggal 27 

Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS 

Kementerian Kesehatan Tahun 2019.  

Menindaklanjuti penetapan hasil integrasi tersebut, Kementerian 

Kesehatan menetapkan Pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian 

Kesehatan selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan 

Nomor KP.01.02/IV/4210/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Hasil Akhir 

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019, 

dinyatakan bahwa peserta yang dinyatakan lulus 1.925 orang peserta untuk 

memenuhi 2.205 kebutuhan di lingkungan Kementerian Kesehatan. 

Pemenuhan formasi berdasarkan penetapan kelulusan tersebut dalam 

distribusi pada masing-masing unit utama dapat digambarkan dalam grafik 

berikut:  

Grafik 3.2 

Pemenuhan formasi berdasarkan penetapan kelulusan 

 

 

Penetapan peserta yang dinyatakan lulus tersebut, telah ditindaklanjuti 

dengan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan penetapan Keputusan 

Pengangkatan CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2019 terhitung mulai 

tanggal 1 Desember 2020 terhadap 1.923 orang CPNS, karena terdapat satu 

orang peserta yang mengundurkan diri dan satu orang yang masih dalam 

proses penetapan NIP. Sehubungan dengan hal tersebut, maka rincian 
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rekapitulasi pemenuhan kebutuhan melalui seleksi CPNS Kemenkes Tahun 

2019 dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

 Formasi dan Realisasi Seleksi CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019  

 

Selain pemenuhan kebutuhan melalui seleksi CPNS, dalam rangka 

penguatan pengelolaan keuangan dan meningkatkan kualitas laporan 

keuangan sebagai upaya dalam mempertahankan opini penilaian Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP), pada tahun 2019 ini Kementerian Kesehatan juga 

mendapatkan 12 (dua belas) orang lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN 

yang telah ditetapkan dalam Keputusan Pengangkatan CPNS Kementerian 

Kesehatan dengan penempatan pada 8 (delapan) satuan kerja  

b) Penyelesaian Kartu Pegawai (Karpeg) dan Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu) 

Pembuatan Karpeg dan Karis/Karsu ke BKN sesuai dengan Surat Edaran 

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.03/II/1027/2015 

tanggal 17 Desember 2015 tentang Mekanisme Pembuatan Kartu Pegawai dan 

Kartu Istri/Kartu Suami secara Online disebutkan bahwa Pegawai yang dapat 

diproses usul pembuatan Karpeg dan Karis/Karsu ke BKN adalah pegawai yang 

status berkas usulnya telah lengkap diunggah pada aplikasi SILK Arsip 

Kepegawaian. 

Realisasi penerbitan Karpeg di tahun 2020 adalah sejumlah 1.396 orang 

pegawai dari 1.504 orang pegawai yang diusulkan, untuk Karis berjumlah 207 

orang pegawai dari 295 orang pegawai yang diusulkan, dan Karsu berjumlah 

160 orang pegawai dari 395 pegawai yang diusulkan, sehingga total realisasi 

penerbitan Karpeg/Karis/Karsu adalah 1.763 orang pegawai dari sejumlah 

2.194 orang pegawai yang diusulkan di tahun 2020. 

 

 

 

 

Formasi 
Seleksi 

Administrasi 
SKD SKB 

Peserta 
Lulus 

Penetapan 
NIP dan 

SK 

2.205 34.892 27.148 4.501 1.925 1.923 
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Tabel 3.4 

Realisasi penerbitan Karpeg tahun 2020 

No Jenis Proses Jumlah 
Usul 

Jumlah 
Terbit 

Belum 
Terbit 
(BKN) 

1 Kartu Pegawai (Karpeg) 1.504 1.396 108 

2 Kartu Isteri (Karis) 295 207 88 

3 Kartu Suami (Karsu) 395 160 235 

Total 2.194 1.763 431 
 

Grafik 3.3 

Grafik Penerbitan Usul Karpeg/Karis/Karsu Kemenkes Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Dokumentasi Seleksi Kompetensi Dasar & Bidang 
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Dalam mendukung pencapaian atas indikator kinerja yang ditetapkan, 

Subbag Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil didukung oleh sumber daya 

anggaran sebesar Rp.  11.922.467.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 

11.887.490.014,- (99,71%) pada tanggal 29 Desember 2020. 

 

3. Pengangkatan Pegawai dengan Penugasan Khusus 

a) Penataan Pegawai Non PNS 

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas 

pemerintahan dan pembangunan nasional, diperlukan jumlah dan mutu 

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang tepat untuk mampu memberikan 

pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk mengetahui jumlah Pegawai 

Non Pegawai Negeri Sipil yang tepat sesuai kebutuhan organisasi diperlukan 

penghitungan kebutuhan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang nantinya 

digunakan sebagai dasar untuk melakukan penataan Pegawai Negeri Sipil 

guna mewujudkan kesesuaian antara organisasi dengan jumlah Pegawai Non 

Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan secara tepat.  

Untuk kelancaran penataan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di setiap 

instansi, perlu menyusun suatu kode pengenal identitas bagi setiap pegawai 

Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian 

Kesehatan seluruh wilayah Indonesia, baik Satuan Kerja yang menerapkan 

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) maupun 

Satuan Kerja yang belum menerapkan PPK-BLU, kode pengenal identitas bagi 

setiap Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja di lingkungan 

Kementerian tersebut selanjutnya disebut Nomor Induk Pegawai Non Pegawai 

Negeri Sipil (NIP Non PNS). 
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Tujuan Penerbitan NIP Non Pegawai Negeri Sipil adalah terorganisirnya 

kualitas penataan pegawai Non PNS pada satuan kerja di lingkungan 

Kementerian Kesehatan, terkelolanya database pegawai Non Pegawai Neger 

Sipil pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan 

terlaksananya sistem administrasi pegawai Non Pegawai Neger Sipil pada 

Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan 

Pegawai yang menjadi sasaran dalam penerbitan NIP Non PNS adalah 

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada satuan kerja di lingkungan 

Kementerian Kesehatan meliputi Pegawai PPK-BLU Tetap, Pegawai PPK- BLU 

Kontrak, dan Pegawai Honorer. 

Berdasarkan usulan yang telah diterima dan diolah oleh Biro 

Kepegawaian per 18 Desember 2020, dari sejumlah 223 satuan kerja di 

lingkungan Kementerian Kesehatan, yang sudah diterbitkan NIP Non PNS 

sejumlah 202 satuan kerja, sedangkan yang belum diterbitkan NIP Non PNS 

sejumlah 21 satuan kerja.  

Grafik 3.4 

Jumlah Satuan Kerja yang sudah memiliki NIP Non PNS 
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Dari 21 satuan kerja yang belum diterbitkan NIP, 15 satuan kerja 

diantaranya telah mengajukan usulan penerbitan NIP Non PNS, sedangkan 

satuan kerja yang belum mengajukan usul penerbitan NIP Non PNS sejumlah 

6 satuan kerja. 

 

b) Upaya Pengangkatan PTT Menjadi CPNSD (usia di atas 40 tahun) 

Setelah keberhasilan Kementerian Kesehatan melaksanakan 

pengangkatan PTT Kementerian Kesehatan menjadi CPNS Daerah dengan 

penetapan NIP sejumlah 4.082 di tahun 2019, Kementerian Kesehatan 

berupaya untuk melakukan advokasi kepada Kementerian PANRB dan 

Kementerian Dalam Negeri untuk mengangkat Dokter, Dokter Gigi dan Bidan 

PTT Kementerian Kesehatan yang berusia diatas 40 tahun agar dapat diangkat 

menjadi PPPK daerah. 

Dokter, Dokter Gigi dan Bidan PTT Kementerian Kesehatan yang berusia 

diatas 40 tahun berjumlah 53 orang yang terdiri dari 4 orang Dokter (1 Dokter 

Spesialis, 3 Dokter Umum), 2 orang Dokter gigi, dan 47 orang Bidan.  

Upaya yang telah dilakukan di tahun 2020 meliputi : (1) berÓurat kepada 

Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian 

PANRB RI Nomor: KP.01.04/1/0946/2020 tanggal 6 Maret 2020 hal Usulan 

Penetapan Kebutuhan PPPK Bagi PTT Kementerian Kesehatan, (2) rapat 

koordinasi dengan Kementerian PANRB dan BKN pada tanggal 10 Maret 2020 

dan 9 November 2020 terkait penyelesaian pengangkatan PTT Kemenkes, (3) 

Surat kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI 

Nomor:    KP.01.04/IV/1228/2020 tanggal 9 April 2020 hal Rencana 

pengangkatan PTT Kementerian Kesehatan dengan usia diatas 40 tahun untuk 

menjadi PPPK Daerah dan nomor KP.01.04/IV/4925/2020 tanggal 17 

November 2020 hal Rencana pengangkatan PTT Kementerian Kesehatan 

dengan usia diatas 40 tahun menjadi PPPK Daerah. 
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Gambar 3.2 

Rapat Koordinasi dengan Kementerian PANRB dan BKN  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Penerbitan SK Berhenti/Wafat/Tewas Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT  

Penerbitan SK berhenti/wafat dokter/dokter gigi/bidan PTT diperuntukkan 

bagi dokter/dokter gigi/bidan PTT Kementerian Kesehatan yang telah 

dinyatakan lulus seleksi menjadi CPNS di lingkungan daerah dan telah 

ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara atau bagi dokter/dokter 

gigi/bidan PTT yang meninggal pada saat menjalankan pekerjaan di tempat 

penugasan  berdasarkan usulan dari Dinas Kesehatan terkait. 

Apabila pada tahun 2019 terdapat 3.777 pegawai PTT telah 

berhenti/wafat/tewas, dokter/dokter gigi/bidan PTT yang telah 

berhenti/wafat/tewas pada tahun 2020 tercatat sejumlah 1 orang bidan.  

 

d) Perpanjangan Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT 

Sejak tahun 2018 proses pengangkatan dokter/dokter gigi/bidan PTT 

sudah tidak dilaksanakan, namun untuk perpanjangan dokter/dokter gigi/bidan 

PTT yang telah mengikuti seleksi CPNS di lingkungan pemerintah daerah di 

tahun 2016 hingga Desember 2019 masih dilaksanakan, khususnya bagi 

dokter/dokter gigi/bidan PTT yang belum diangkat menjadi CPNS di lingkungan 

Pemerintah Daerah dikarenakan berusia diatas 40 tahun, hal ini dikarenakan 

sampai saat ini belum ada ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang 
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dapat dijadikan dasar untuk pengangkatan dokter/dokter gigi/bidan PTT 

tersebut menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah, sedangkan untuk 

dokter/dokter gigi/bidan PTT yang berusia setinggi-tingginya 35 tahun telah 

diangkat menjadi CPNS melalui ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan untuk dokter/dokter gigi/bidan 

PTT yang berusia 35 sampai dengan 40 tahun juga telah diangkat menjadi 

CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah melalui ketentuan dalam Keputusan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Jabatan Dokter. Dokter Gigi dan Bidan 

Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tin ggi 40 Tahun. 

Grafik 3.5 

Perpanjangan Tenaga Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT Kemenkes  

Tahun 2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.6 

Pengangkatan dan Perpanjangan Tenaga Bidan PTT Kemenkes  

Tahun 2015-2020 
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Dalam mendukung pencapaian atas indikator kinerja yang ditetapkan, 

Subbag Pengangkatan Pegawai dengan Penugasan Khusus didukung oleh 

sumber daya anggaran sebesar Rp 20.818.000,- dan telah terealisasi per- 31 

Desember 2020 sebesar Rp 20.615.000,- (99, 02%). 

 

4. Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat 

Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat meliputi Kenaikan Pangkat 

Reguler dan Kenaikan Pangkat Fungsional, dimana proses administrasi tersebut 

meliputi: 

¶ Verifikasi dan validasi berkas usul kenaikan pangkat 

¶ Entry usul kenaikan pangkat pada SILK Kenaikan Pangkat (SILK KP) 

¶ Entry info proses kenaikan pangkat pada SILK KP 

¶ Entry usul kenaikan pangkat pada aplikasi SAPK Badan Kepegawaian Negara 

(BKN) dan cetak surat pengantar usul ke BKN  

¶ Mengunggah kelengkapan berkas kenaikan pangkat pada aplikasi Docu 

Digital BKN 

¶ Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat apabila sudah ada 

persetujuan pertimbangan teknis dari BKN.  

¶ Meminta kelengkapan berkas usul kenaikan pangkat yang tidak lengkap 

kepada Sekretariat Unit Utama. 

¶ Mengembalikan berkas usul kenaikan pangkat yang tidak memenuhi syarat 

kepada Sekretariat Unit Utama melalui surat dari Biro Kepegawaian. 

Keluaran/output adalah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan hasil 

akhir/outcome yang diharapkan adalah penerbitan Surat Keputusan (SK) 

Kenaikan Pangkat yang tepat sasaran, tepat administrasiserta tepat waktu 

diterima oleh pegawai Kementerian Kesehatan. 

Hasil penyelesaian administrasi kenaikan pangkat dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

a) Realisasi Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Tahun 2018 - 2020 

Salah satu indikator kinerja Sub Bagian Kenaikan Pangkat adalah 

realisasi penerbitan SK Kenaikan Pangkat dibandingkan dengan jumlah usul 

kenaikan pangkat harus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa proses verifikasi dan validasi berkas usul kenaikan pangkat yang 
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dilakukan oleh Biro Kepegawaian semakin baik dan benar. Realisasi penerbitan 

SK Kenaikan  Pangkat tahun 2020 sama dengan tahun 2019 yaitu 99%. 

Grafik 3.7 

Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat 

Tahun 2018 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.5 

Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat 

NO UNIT UTAMA 
2018 2019 2020 

APRIL OKTOBER APRIL OKTOBER APRIL OKTOBER 

1 SETJEN 98,71% 100% 98,10% 98,11% 100% 100% 

2 ITJEN 100% 100% 100% 97,67% 100% 95,65% 

3 DITJEN P2P 99,37% 93,12% 98,65% 96,65% 98,01% 93,49% 

4 
DITJEN 
YANKES 

99,51% 99,68% 99,39% 94,71% 98,98% 98,68% 

5 
DITJEN 
KESMAS 

100% 100% 95,68% 100% 92,10% 93,33% 

6 
DITJEN 
FARMALKES 

97,73% 100% 100% 100% 100% 100% 

7 
BADAN 
LITBANGKES 

98,85% 98,82% 100% 91,25% 94,67% 97,73% 

8 
BADAN 
PPSDM 
KESEHATAN 

99,89% 100% 99,88% 95,29% 97,46% 93,10% 

 

Permasalahan dalam Kenaikan Pangkat 

I. Berkas tidak lengkap 

II. Berkas tidak memenuhi syarat, meliputi: 

ü Pendidikan baru tidak sesuai dengan jabatan (KP PI) 

ü Melampaui pangkat atasan langsung (KPO) 

ü Sudah mencapai pangkat puncak 

ü Masa kerja tidak cukup  

ü Sedang menjalani hukuman disiplin 
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ü Nilai SKP ñCukupò 

ü Angka kredit tidak memenuhi ketentuan 

ü Penilaian dan Penetapan PAK sudah kadaluarsa 

III. Permasalahan umum, meliputi: 

ü Perbedaan data pegawai SIMKA dengan BKN 

ü Usul KP tidak sesuai (JF diusulkan KP Reguler atau sebaliknya) 

ü Kurangnya respon satuan kerja atau Sekretariat Unit Utama dalam 

menindaklanjuti masalah KP 

ü Pengiriman usul KP JF terlalu dekat dengan batas waktu usul KP 

ü Keterbatasan Nota Ralat KP yg diberikan BKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ralat Surat Keputusan Kenaikan Pangkat 

Selain itu, indikator kinerja pada Sub Bagian Kenaikan Pangkat adalah 

menurunnya jumlah ralat SK Kenaikan Pangkat. Pada tahun 2020, jumlah ralat 

SK Kenaikan Pangkat mengalami penurunan dari tahun 2019, yaitu dari 151 

menjadi 118. Gambaran jumlah ralat SK Kenaikan Pangkat pada tahun 2018 ï 

2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.6 

Ralat Surat Keputusan Kenaikan Pangkat 

NO JENIS KESALAHAN 2018 2019 2020 

1 
GELAR/PENDIDIKAN/TAHUN 
LULUS 

37 31 39 

2 MASA KERJA 16 44 25 

3 NAMA  8 19 11 

4 TEMPAT/TGL LAHIR 8 20 17 

5 JABATAN 6 11 16 

6 PANGKAT/GOLONGAN 6 15 4 

7 UNIT KERJA  6 1 1 

8 GAJI 2 2 0 

9 ANGKA KREDIT 2 3 3 

10 NIP 1 5 2 

11 TGL SK 1 0 0 

JUMLAH 93 151 118 


